
BUPATI TASIKMALAYA 

PROVINSI JAWA BARAT 

PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA 

NOMOR 115 TAHUN 2022 

TENTANG 

PENYELENGGARAAN KEGIATAN PADAT KARYA INFRASTRUKTUR 

Me imhang 

Menginga t 

DENGAN RAHMA TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPA I TASIKMALAYA, 

a. bahwa Pemerin tah Daerah Kabupaten Tasikmalaya 
berupaya m ewuj dkan peningkatan ekonomi masya ra kat 
dengan melaks a k an perluasan kesempatan k rja dan 
penempatan tena ga kerja rnelalui pelaksanaan egiatan 
padat karya infra struktur; 

b. bahwa agar pelaksanaan kegiatan padat karya 
infrastuktur be ·alan de gan lancar, berdaya n a, dan 
berhasil guna, perlu me Ie ap a p ~ g u a yang 
k prehens· f; 

c . bahw a sarkan per · bangan se gai an di . aksud 
dallli ~ u a an h u ru ,perl 1 ne apkan P raturan 
Bupaf tentang Penyelenggaraan egiatan Pa dat Ka rya 
I fras truktur; 

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahu 1950 tentang 
Pem entu ran aera -Daerah Kabupa dalam 
Lingkung Provin s· J awa Barat (Berita egara epublik 
Indonesia tanggal 8 Agustus 1950), e a gairna na telah 
diu ba d n gan U dang-Un dan g Nomor 4 Ta hun 1968 
tentang Pern entuk 1 a u pate Purwakarta dan 
Ka bup ten S ang dengan Men gubah Un dang-Undang 
N mar 14 Tahun 1950 tentang P m bentukan Daerah­
Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa 
Ba rat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 
1 ornor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indo esia N mor 2851); 

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang 
Ketenagakerjaa (Lem baran Negara Republik Indon esia 
Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4279) sebagaimana telah 
diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 
tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6573) ; 
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3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Nomor 5587), sebagaimana te1ah diubah beberapa 
kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 
Tahun 2022 ten tang Hubungan Keuangan Antara 
Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4 , 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6 7 57); 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2 0 13 tentang 
Perluasan Kesempatan Kerja (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 20 13 Nomor 75 , Tambahan Lem baran 
Negara Republik In donesia Nomor 5413); 

5. Peratu ran Menteri Ketenagakerjaan Nomor 9 
Tahun 2016 tenta ng Penempatan Tenaga Kerja (Berita 
Negara Republik In donesia Tahun 2016 Nomor 1990 ); 

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2 020 
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 
Nomor 1781); 

7 . Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 1 
Tahun 2016 tentang Ta ta Cara Pembentukan Produk 
Hukum Daerah (Lem baran Daerah Kab paten 
Tasikmalaya Tahu n 2016 Nomor 1); 

8. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nom or 3 
Tahun 2016 ten tang Urusan Pemerintahan yang Menjadi 
Kewe angan Pem erintah Ka bupaten Tasikm alaya 
(Lembaran Daerah Kabupaten Ta sikmalaya Tahu n 2016 

omor 3); 
9 . Peraturan Daera h Kabupaten Tasikmalaya Nom or 12 

Tahu 20 17 ten tang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan 
(Lemba ran Daera h Kabupaten Tasikmalaya Tah n 2017 
Nomor 1 ); 

MEMUTUSKAN: 

PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN 
KEGIATAN PADAT KARYA INFRASTRUKTUR. 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 
1. Bupati adalah Bupati Tasikmalaya. 
2. Daerah adalah Daerah Kabupaten Tasikmalaya. 
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara 

pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan 
yang menjadi kewenangan daerah otonom. 
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4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi 
kewenangan Daerah. 

5. Padat Karya adalah kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan 
dalam rangka menyediakan lapangan pekerjaan semen tara bagi pengaggur 
dan setengah penganggur, sekaligus m enyediakan sarana dan prasarana 
penunjang akses ekonomi untu k meningkatkan perekonomian masyarakat. 

6. Padat Karya Infrastruktur adalah kegiatan pemberdayaan masyarakat yang 
dilaksanakan untuk memberikan pekerjaan semen tara kepada masyarakat 
penganggur dan setengah penganggur pada saat ter tentu dengan 
membangun atau memperbaiki infrastruktur perdesaan dan perkotaan. 

7. Tenaga kerja adalah setiap orang ya ng m ampu melakukan pekerja an guna 
men gh a silkan barang dan/ atau jasa baik untuk memenuhi kebu tuhan 
sen diri maupun untuk masyarakat. 

8. ekerja adalah setiap orang yang bekerja dengan men erima upah a tau 
i b an dalam bentuk lain. 

9. P rl a san Kesempatan Kerja a dalah upaya yang dilakukan u tuk 
m enciptakan lapangan pekerjaan baru dan I a tau m engem angkan 
lapangan pekerjaan yang tersedia. 

10. Pe em patan Tenaga Kerja adalah proses pelayanan penempatan yang 
diberikan p a a pencari kerja untuk memperoleh pekerjaan, 

11. Pe ganggur adalah orang yang tidak mempunyai pekerjaan dan mencari 
pek rjaan, 0 ang yang tidak mem punyai pekerjaan dan mempersia pkan 
usaha , orang yan tidak mem punyai pekerjaan dan tidak m encari 
pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerja n dan 
orang yang sudah mempunyai pekeIjaan, tetapi belum mulai bek rj 

12. Set n ah Penga nggur adalah orang yang bekerja kurang dari 35 (tig' puluh 
lim) jam per minggu yang masih mencari pekerjaan a tau yang masih 
ber edia mene 'ma pekerjaan lain. 

13. Desa adalah kes tuan masyarakat hUkum yang m emiliki batas wilayah 
yang berwe ang n tuk m en gatur dan mengurus u rusan peme 'n tahan, 
kepe ti gan masyarak setempat berdasarkan prakarsa ma sya ra at, hak 
asal suI, danl a tau hak tradisional ang diakui dan dihorm a ti dalam 
sistem em erintahan Neg a Kesa tuan Rep blik Ind onesia. 

14. Pemerintah Desa a dalah Kepala Desa atau yang disebu t dengan nama lain 
dibantu perangkat Desa sebagai u n sur penyelenggara pemerintahan Desa. 

15. Kepala Desa adalah pejaba t Pemerintah Desa yang m empunyai wewenang, 
tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan 
melaksanakan tugas dari Pem erintah dan Pemerintah Daerah. 

16. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa adalah musyawarah an tara 
Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat 
yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa untuk menetapkan prioritas, 
program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa yang didanai oleh 
anggaran pendapatan dan belanja Desa, swadaya masyarakat Desa, 
danl a tau anggaran pendapatan dan belanja daerah. 

17. Uang Perangsang Kerja yang selanjutnya disingkat UPK adalah sejumlah 
u ang yang diberikan kepada para ten aga kerja Padat Karya Infrastruktur. 

18. Rembug Masyarakat adalah kegiatan musyawarah dalam rangka 
persamaan persepsi dan kesamaan langkah dalam melaksanakan kegiatan 
Padat Karya Infrastruktur. 
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19. Petugas Lapangan Padat Karya yang selanjutnya disingkat PLPK adalah 
Pengantar Kerja atau petuga s antar kerja yang bertugas me1aksanakan dan 
mengkoordinasikan kegiatan Padat Karya infrastruktur yang akan dan 
sedang dilaksanakan. 

20. Juru Bayar adalah petugas yang melakuka n pembayaran kepada PekeIja. 

BAB II 
PADATKARYAINFRASTRUKTUR 

Bagian Kesa tu 
Umum 

Pasal 2 

Pemeri tah Daerah menye1enggaraka n kegiatan Padat Karya Infrast k tu r 
untu : 
a. m n kan angka Penganggur, Setengah Penganggur, dan masyarakat 

m i ki ; 
b. m em puk rasa kebersamaan dan gotong royong; 
c. me ingkatka n aksesibilitas masyarakat terh adap pusat layanan osial 

da ' ar; 
d . m en in gkatkan kualitas dan kuantitas pengembangan masyarakat ; dan 
e. men u mbuhkembangkan perekonom ia n dan meningkatkan kesej ah teraan 

masyarakat. 

Pasa1 3 

(1) Pemerin ah Da ra m engalokasikan dana dalam APBD yang diperu tukan 
bagi kegiatan Padat Karya Infrastruktur, sesuai kemampuan ke angan 
Daerah . 

(2) Aloka si dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola oleh Perangkat 
Daera yang m embidangi u rusan ketenagakeIjaan. 

(3) Alokasi dana sebagaimana dim aksu pa d a ayat (2) d ipergunakan untuk: 
a. bahan material; 
b . operasional; dan 
c. UPK. 

Bagian Kedua 
J enis 

Pasal4 

Kegiatan Padat Karya In frastruktur sebagaimana dimak sud dalam Pasal 3 , 
meliputi: 
a . pembuatan jalan baru atau rintisan jalan; 
b. pembuatanj rehabilitasi saluran atau irigasi tersier; 
c. pembuatanj rehabilitasi rabat jalan desa atau lingkungan; 
d . pembuatan embung; 
e. pembuatan tanggul penahan tanah; 
f. pemadatan atau pen gera san jalan; 
g. pembuatan terasering; 
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h. pembuatan los pasar tradisional; 
1. pembuatan jalan makadam atau rabat beton; 
J. pembangunan jalan paving blok; dan 
k. sanitasi lingkungan. 

Bagian Ketiga 
Calon Lokasi 

Pasal 5 

Kriteria calon lokasi kegiatan Padat Karya Infra s truk tur seba gaiman a dimaksud 
dalam Pasal 3 sebagai berikut: 
a. miliki banyak Penganggur dan Setengah Penganggur paling se ikit 

2 1 (dua puluh satu) orang dalam 1 (sa tu) lokasi kegiatan; 
b. e iliki sumber daya alam dan sumber daya manusia; dan 
c. emiliki potensi peningkatan ekon om i sosia l. 

Ba gian Keempat 
Calon Pekerja 

Pa sal 6 

n p erja pada kegiatan Pada Karya Infrastruktur eb g Imana 
alam Pasal 3 sebagai berikut: 

a. Pen an r atau Setengah Penganggur; 
b. mer iliki Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP); dan 
c. berdo isili d i Desa loka s i p laksanaan Padat Karya Infras truktur. 

BAB III 
TAHAPAN KEGIATAN 

Bagian Kesatu 
Pers·a pan 

Paragraf 1 
Pembentukan Tim Teknis 

Pasal 7 

(1) Dalam rangka pelaksanaan Padat Karya Infrastruk tur, d ibentuk Tim Teknis 
yang ditetapkan oleh Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan 
ketenagakerjaan. 

(2) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari: 
a. Pejabat pada Perangkat Daerah yang membidangi urusan 

ketenagakeIjaan; 
b. Pejabat pada Perangkat Daerah yang membidangi urusan pekerjaan 

u mum; 
c. Pejabat pada Perangkat Daerah yang membidangi urusan 

pemberdayaan masyarakat dan desa; dan 
d . Camat dan Kepala Desa yang ditetapkan sebagai lokasi Padat Karya 

Infrastruktur. 
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Paragraf 2 
Sosialisasi 

Pasal8 

Sosialisasi mengenai Padat Karya Infrastruktur dilakukan melalui Musyawarah 
Perencanaan Pembangunan Desa sesuai ketentuan peraturan perundang­
undangan. 

Paragraf 3 
Pengajuan 

Pasal9 

(1) Berdasarkan h a sil musyawarah perencanaan pembangunan D a 
ebagaimana dimaksud d alam Pa sal 8, Kepala Desa mengaju kan 

p r ohonan tertulis dengan dilampiri roposal kepada Kepala Perangkat 
Da er yang membidangi urusan ketenagakerjaan. 

(2) Setia Desa dapat mengajuka n permohonan lebih dari 1 (satu) loka i ntuk 
dit tapkan sebagai lokasi kegiatan Pad at Karya Infrastruktur. 

(3) Lo asi yang diajukan seba gaimana dimaksud pada ayat (2) meru akan 
loka si belum mendapat bantuan danl atau belum ditetapkan bagai 
loka si pelaksanaan kegia an Padat Karya In frastruktur dengan mber 
pe dan aan d . Pemerintah Pusa t atau Pemerintah Daerah P ovin si. 

Paragra f 4 
Verifikasi dan Identifikasi 

Pasal 10 

(1) Terh dap permoh nan seba gaima na dimaksud dalam Pasal 9, Ti Teknis 
melaku k a n : 
a. v riflkasi; dan 
b. id ntifikasi. 

(2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a d ilaku kan terhadap 
permohonan yang diaju kan sebagai ana dimaksud dalam P sal 9. 

(3) Identifikasi sebagaim ana dimaksud pada ayat (1) hurufb dilakukan dengan 
meninjau calon loka si yang dia·ukan. 

Bagian Ketiga 
Penganggaran 

Pasal 11 

(1) Hasil verifikasi dan identifikasi sebagaimana d imaksud dalam Pasal 10 
disampaikan oleh Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan 
ketenagakerjaan kepada Bupati sebagai bahan pertimbangan untuk 
penganggaran dan penetapan dalam APBD . 

(2) Tata cara penganggaran dalam APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 
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Bagian Keempat 
Penetapan 

Pasal 12 

(1) Bupati menetapkan lokasi, jenis kegiatan, dan alokasi dana Padat Karya 
Infrastruktur dengan Keputusan Bupati berdasarkan Peraturan Daerah 
tentang APBD dan Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD. 

(2) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar 
pelaksanaan kegiatan Padat Karya Infrastruktur. 

Bagian Kelima 
Pelaksanaan 

Paragra f 1 
Rembug Ma syarakat 

Pasal 13 

(1) Se el m pelaksanaan kegia tan Padat Karya Infrastruktur, dilakukan 
Re bug Masyarakat. 

(2) Re bug masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melibatkan 
sel ruh calon Pekerja, to oh masyarakat, Perangka Desa dan PLPK, 
de ga n im Teknis sebagai n arasumber. 

Para graf2 
Pembuatan Desain Teknis 

Pa al 14 

Tim Teknis dapa t mem fasilitasi emb atan de a in teknis m elipu ti skets bagan 
pekerjaan fi ik d gambar ampak atas (sketsa lokasi). 

Paragraf 3 
Pengadaan Bahan Material 

Pasal1 5 

Pengadaan bah an material dilaksanakan melalui pengadaan barang/ jasa sesuai 
ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Paragraf 4 
Pencatatan Data Pekerja, Pengaturan Pembagian Kerja 

dan Jangka Waktu Pelaksanaan Kegiatan 

Pasal 16 

(1) PLPK melakukan pencatatan data Pekerja dan pengaturan pembagian kerja 
selama pelaksanaan kegiatan Padat Karya Infrastruktur. 

(2) Ketentuan mengenai pencatatan data Pekerja, pengaturan pembagian 
kerja, dan jangka waktu pelaksanaan kegiatan, ditetapkan oleh Kepala 
Perangkat Daerah yang membidangi urusan ketenagakerjaan. 
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Paragraf 5 
Pembayaran Uang Perangsang Kerja 

Pasal17 

(1) Pembayaran UPK dilakukan oleh Juru Bayar yang ditunjuk oleh Kepala 
Perangkat Daerah yang membidangi urusan ketenagakerjaan. 

(2) Ketentuan mengenai pelaksanaan pembayaran UPK ditetapkan oleh Kepala 
Perangkat Daerah yang membidangi urusan ketenagakerjaan. 

Bagian Keenam 
Serah Terima Hasil Pekerjaan 

Pasal 18 

(1) etelah kegiatan Padat Karya Infrastruktur selesai, Kepala Per gkat 
aerah yang membidangi urusan ketenagakerjaan melakukan serah te ·ma 

h a sil pekerjaan kepada Pemerintah Desa untuk dilakukan pemelih aan 
se ar berkelanjutan. 

(2) Se a h terima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Berita 
Aca ra yang d itandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah yang mem idangi 
u san ketenagakerjaan dan Pemerintah Desa yang diketahui oleh amat. 

BAB IV 
MONITORI G, EVALUASI DAN PELAPORAN 

Pasa1 19 

Tim te IS me ak an m onitorin g an evalu asi pelaksanaan Kegiat 
Karya In ra struk tur. 

Pa sal 20 

Padat 

Pemerintah Desa m elaporkan hasil pelaksanaan Kegiatan Pa dat Karya 
Infrastruktur p aling lambat 14 (empat b elas) h a ri kerja setelah selesai kegiatan. 

BABV 
PENDANAAN 

Pasa1 2l 

Pendanaan Kegiatan Padat Karya Infrastruktur bersumber dari APBD 
Kabupaten Tasikmalaya. 

BABVI 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 22 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
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Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati 
ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tasikmalaya. 

di Singaparna 
18 Oktober 2022 

S DAERAH 
TASIKMALAYA, 

Ditetapkan di Singaparna 
~=Ea~:::ta.nggal 1.8 Oktober 20 22 

)-

BERITA DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA TAHUN 2022 NOMOR 116 
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